
Bombana  dan  29  Perusahaan
Sepakati  PPM,  Fokus  Kesehatan
dan Infrastruktur
Jakarta,  sultranet.com  –  Pemerintah  Kabupaten  Bombana  bersama  29
perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut menyepakati kerja sama Program
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan dan
infrastruktur. Kesepakatan ini dicapai dalam Executive Meeting yang dipimpin
langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Yuan Garden Hotel,
Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025.

Pertemuan  strategis  itu  bertujuan  menyatukan  komitmen  antara  pemerintah
daerah  dan  dunia  usaha  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,
khususnya pada sektor layanan dasar. Hadir dalam forum tersebut Sekda Provinsi
Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang mewakili Gubernur
Sultra,  serta  jajaran  pejabat  tinggi  pemerintah,  pimpinan  perusahaan,  dan
perwakilan  legislatif.

“Potensi Bombana di sektor pertambangan dan perkebunan sangat besar. Tapi
yang terpenting adalah bagaimana potensi ini diterjemahkan menjadi manfaat
langsung  bagi  masyarakat,”  kata  Sekda  Sultra,  Asrun  Lio,  saat  membuka
kegiatan.

Ia menekankan pentingnya PPM sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan
terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, dua bidang yang menjadi fokus —
kesehatan dan infrastruktur — merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi
demi terwujudnya masyarakat sejahtera.

“Kolaborasi  hari  ini  mencerminkan  semangat  kebersamaan.  Kita  harus
memastikan  setiap  investasi  memberi  dampak  yang  berkeadilan  dan
berkelanjutan,”  ujarnya.

Sekda juga menyoroti bahwa langkah Pemkab Bombana dan para perusahaan
sudah  sejalan  dengan  visi  pembangunan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  yakni
menciptakan daerah yang aman, maju, sejahtera, dan religius. Ia menyebutkan,
pemenuhan layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi
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penting dalam mengejar visi tersebut.

Menurutnya, penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Bombana
dan 29 perusahaan merupakan tonggak penting untuk memperkuat sinergi antara
pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha. Ia berharap perusahaan tidak hanya
menjalankan  PPM sebagai  kewajiban  administratif,  melainkan  menjadikannya
bagian dari investasi sosial jangka panjang.

“Gubernur Sultra berpesan agar setiap pelaku usaha menjadikan PPM sebagai
bentuk  komitmen  sosial  yang  memberikan  perubahan  positif  di  masyarakat
sekitar,” tutur Asrun Lio.

Bupati  Bombana,  Ir.  H.  Burhanuddin,  M.Si  juga  menggarisbawahi  bahwa
kehadiran perusahaan di Bombana tidak hanya membawa kontribusi ekonomi,
tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan lewat program-program
yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Melalui  sinergi  ini,  kami  ingin  melihat  program-program konkret  yang  bisa
dinikmati masyarakat, bukan hanya dalam bentuk formalitas,” ujarnya.

Selain sambutan dari para pejabat daerah, agenda juga diisi dengan pemaparan
materi  dari  Deputi  Kementerian  Investasi/BKPM yang  menjelaskan  mengenai
regulasi  dan  kewajiban  perusahaan  dalam  pembangunan  daerah.  Jajaran
perusahaan  pun  diberikan  pemahaman  lebih  mendalam  terkait  bentuk
pelaksanaan  PPM  yang  tepat  sasaran.

Dalam  kegiatan  tersebut  turut  hadir  Wakil  Bupati  Bombana,  Ketua  DPRD
Kabupaten  Bombana  bersama  Wakil  Ketua  dan  anggota  DPRD,  Pj.  Sekda
Bombana, para Kepala OPD, serta perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM.
Para direktur dan pimpinan perusahaan pun turut ambil bagian dalam diskusi dan
kesepakatan yang dibangun dalam suasana kolaboratif.

Executive  Meeting  ini  menjadi  simbol  semangat  bersama  untuk  mendorong
pembangunan yang inklusif dan merata, serta membuka ruang partisipasi aktif
sektor  swasta  dalam  pembangunan  daerah.  Pemerintah  Provinsi  Sultra  juga
menegaskan  dukungan  penuh  terhadap  langkah-langkah  strategis  yang
memperkuat  kemitraan  lintas  sektor.



Gubernur  Sultra  Hadiri
Pengukuhan Kepala BI, Tegaskan
Komitmen  Bangun  Ekonomi
Daerah
Kendari, sultranet.com 4 Juli 2025 — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen
TNI  (Purn)  Andi  Sumangerukka  menghadiri  prosesi  pengukuhan  Kepala
Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula
Wakatobi,  Gedung KPw BI Sultra,  Kamis (4/7).  Dalam acara tersebut,  Deputi
Gubernur  BI  Doni  Primanto  Joewono  secara  resmi  melantik  Edwin  Permadi
sebagai Kepala BI Sultra menggantikan Doni Septadijaya yang kini bertugas di
Kalimantan Barat.

Pengukuhan ini dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan strategis di
Sultra, mulai dari unsur Forkopimda, Ketua DPRD atau yang mewakili, pimpinan
perbankan,  OJK,  pelaku usaha,  hingga jajaran instansi  vertikal  dan pimpinan
satuan kerja BI.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra menyampaikan harapannya agar kehadiran
Edwin  membawa  semangat  baru  dan  memperkuat  sinergi  antara  BI  dengan
pemerintah daerah, khususnya dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif
dan berdaya saing.

“Selamat  kepada  Bapak  Edwin  Permadi  atas  kepercayaan  yang  diberikan.
Semoga amanah ini dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta
dapat memperkuat peran strategis Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi
Sulawesi Tenggara,” ujar Gubernur.

Ia juga memberikan apresiasi atas dedikasi Doni Septadijaya selama menjabat di
Sultra.  Menurutnya,  kerja  sama BI  dengan Pemprov  telah  berjalan  harmonis
dalam  mendukung  sejumlah  agenda  strategis  seperti  pengendalian  inflasi,
digitalisasi pembayaran, penguatan UMKM, hingga distribusi rupiah ke wilayah
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Sulawesi  Tenggara,  sambung  Gubernur,  memiliki  potensi  besar  di  sektor
pertanian,  perikanan,  pertambangan,  pariwisata,  dan ekonomi kreatif,  dengan
luas wilayah daratan sekitar 38.140 km² dan perairan mencapai 110.000 km².
Untuk itu, ia berharap BI terus menjadi mitra utama dalam menyusun strategi
pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Gubernur  juga  mengapresiasi  peran  aktif  Bank  Indonesia  dalam  mendorong
ketahanan pangan dan ekonomi syariah. Menurutnya, kerja kolaboratif melalui
Tim  Pengendalian  Inflasi  Daerah  (TPID)  dan  Tim  Percepatan  dan  Perluasan
Digitalisasi Daerah (TP2DD) telah menunjukkan hasil yang nyata.

“Alhamdulillah, pada 2023, sebanyak 17 pemda di Sultra berhasil meraih predikat
Pemda Digital. Bahkan Kota Kendari berhasil menjadi juara II nasional TP2DD
tahun 2022 dan juara III pada 2023,” ucapnya.

Ia  juga  mengundang  Deputi  Gubernur  BI  dan  rombongan  untuk  menikmati
destinasi wisata serta kuliner khas Sultra seperti sinonggi, kasuami, dan kabuto
sebagai bagian dari semangat membangun daerah secara holistik.

Deputi  Gubernur  Bank  Indonesia,  Doni  Primanto  Joewono,  menyampaikan
apresiasinya terhadap sinergi yang terbangun dengan pemerintah daerah dalam
menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi komoditas pangan.

“Salah  satu  tantangan  saat  ini  adalah  harga  beras.  Kami  melihat  program
pompanisasi di Sultra sebagai langkah konkret dalam menjaga produksi beras. Ini
contoh strategi daerah yang baik, dan BI siap mendukung penuh,” kata Doni.

Ia menambahkan, sinergi antara BI dan Pemda telah memperkuat pelaksanaan
program nasional seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),
digitalisasi sistem keuangan, penguatan UMKM, serta pengembangan ekonomi
syariah.

Sementara  itu,  Edwin  Permadi  dalam  pernyataan  perdananya  menyatakan
komitmennya  untuk  melanjutkan  program-program  unggulan  BI  serta
memperkuat  kemitraan  strategis  dengan  Pemda.

“Saya akan meneruskan pondasi kerja sama yang sudah dibangun oleh Bapak
Doni Septadijaya dan memperkuat langkah-langkah strategis yang dibutuhkan



Sulawesi Tenggara ke depan,” ujar Edwin.

Acara pengukuhan berlangsung khidmat dengan suasana keakraban yang terasa
antara  pejabat  pusat  dan  daerah.  Momen  ini  menjadi  simbol  berlanjutnya
komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat peran sebagai mitra pembangunan
daerah menuju ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Bombana  Jajaki  Kemitraan
Pengentasan  Kemiskinan  dengan
BP Taskin
Jakarta, sultranet.com – Sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung
program  nasional  pengentasan  kemiskinan  yang  berkelanjutan,  Pemerintah
Kabupaten  Bombana  melakukan  audiensi  strategis  dengan  Badan  Percepatan
Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI), Jumat (4/7/2025),
bertempat di Gedung BP Taskin, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut,  Bupati  Bombana  H.  Burhanuddin  hadir  langsung
bersama  Kepala  Bappeda  Kabupaten  Bombana  Husrifnah  Rahim  dan  jajaran
Pemkab Bombana. Audiensi ini dimaksudkan untuk membuka ruang kolaborasi
dalam merancang  solusi  konkret  pengentasan  kemiskinan  melalui  penguatan
kemandirian pangan berbasis kawasan di wilayah Bombana.

“Fokus  kami  adalah membangun kemandirian pangan regional  yang berbasis
potensi lokal, agar masyarakat tidak lagi bergantung pada intervensi luar, tetapi
bisa menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi daerahnya,” ujar Bupati
Burhanuddin saat memaparkan rencana strategis daerah.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana memiliki sumber daya alam dan sosial
yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi fondasi kemandirian ekonomi
masyarakat, terutama di sektor pertanian terpadu dan industri pengolahan hasil
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tani.

Kepala BP Taskin RI,  Budiman Sudjatmiko,  menyambut baik inisiatif  Pemkab
Bombana yang dinilainya sejalan dengan arah kebijakan nasional. Dalam audiensi
yang  juga  dihadiri  oleh  Bupati  Indramayu  tersebut,  Budiman  menekankan
pentingnya  membangun  kultur  produktif  di  tengah  masyarakat.

“Kita harus menanamkan narasi perubahan yang inklusif di masyarakat, dimulai
dari penguatan SDM, pelatihan wirausaha, pengembangan Balai Latihan Kerja
(BLK)  Plus,  hingga  pelaksanaan  Sekolah  Rakyat  yang  dirancang  untuk
meningkatkan  kapasitas  masyarakat  dari  akar  rumput,”  tutur  Budiman.

Ia  juga menambahkan bahwa BP Taskin  RI  tengah mendorong pembentukan
pusat-pusat  pelatihan  vokasional  di  berbagai  daerah,  termasuk  integrasi
konsolidasi  pertanian  modern yang memadukan teknologi,  koperasi  tani,  dan
pendekatan berbasis komunitas.

“Kolaborasi  lintas  kementerian,  pelibatan  dunia  usaha  dan  investasi  inklusif
menjadi strategi utama kami dalam menumbuhkan industrialisasi kerakyatan di
wilayah tertinggal, termasuk Bombana,” jelasnya.

Audiensi ini menjadi langkah awal yang positif bagi Kabupaten Bombana untuk
memperluas jejaring mitra pembangunan di  tingkat nasional,  terutama dalam
upaya  menghadirkan  model  pengentasan  kemiskinan  yang  terintegrasi  dan
berbasis  pemberdayaan  masyarakat.

Dengan  dukungan  BP  Taskin,  Pemkab  Bombana  menargetkan  terbentuknya
ekosistem kewirausahaan baru di  desa-desa,  serta terbukanya akses terhadap
pelatihan, permodalan, dan infrastruktur pendukung ekonomi produktif.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, menambahkan bahwa pihaknya siap
menindaklanjuti  hasil  audiensi  tersebut  melalui  penyusunan  rencana  aksi
bersama  serta  pemetaan  program-program  prioritas  yang  sesuai  dengan
karakteristik  wilayah.

“Kami optimis, melalui pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, kita bisa
mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan di Bombana dengan cara yang
bermartabat dan memberdayakan,” ujarnya.

Langkah  ini  menjadi  bagian  dari  transformasi  tata  kelola  pembangunan  di



Bombana, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan
dan keadilan sosial.

Dengan  dukungan  dan  sinergi  dari  pemerintah  pusat  melalui  BP  Taskin,
diharapkan Bombana dapat menjadi salah satu model daerah yang berhasil dalam
mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Pemkab  Bombana  Sepakati
Pengelolaan  Kebun  Hortikultura
OPD Seluas 1 Hektare
BOMBANA, sultranet.com  –  Pemerintah Kabupaten Bombana melalui  Dinas
Pertanian  menggelar  rapat  sosialisasi  program  Agrominapolitan  Hortikultura
sebagai bagian dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana.
Kegiatan yang melibatkan 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini berlangsung
di Aula Dinas Pertanian pada Rabu, 3 Juli 2025.

Rapat dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Ir. Rusdiamin, dan turut
dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana serta para perwakilan OPD
se-Kabupaten Bombana. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten III Setda
Bombana yang juga bertindak sebagai Pelaksana Sekda. Kegiatan ini  menjadi
forum  penting  untuk  membahas  strategi  dan  komitmen  bersama  dalam
pengelolaan  kebun  hortikultura  yang  menjadi  bagian  dari  program  prioritas
daerah.

Dalam sambutannya,  Kepala  Dinas  Pertanian  menyampaikan  bahwa  program
kebun hortikultura ini bertujuan untuk menggerakkan sektor pertanian melalui
pemberdayaan  lahan-lahan  tidur  yang  selama  ini  tidak  dimanfaatkan  secara
optimal.  “Program kebun hortikultura ini  bukan hanya mendukung ketahanan
pangan, tapi juga menjadi bagian dari pemberdayaan lahan tidur yang selama ini
tidak termanfaatkan,” ujarnya.

https://www.sultranet.com/pemkab-bombana-sepakati-pengelolaan-kebun-hortikultura-opd-seluas-1-hektare/
https://www.sultranet.com/pemkab-bombana-sepakati-pengelolaan-kebun-hortikultura-opd-seluas-1-hektare/
https://www.sultranet.com/pemkab-bombana-sepakati-pengelolaan-kebun-hortikultura-opd-seluas-1-hektare/


Sementara itu, Ir. Rusdiamin dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan
program ini bergantung pada keseriusan dan komitmen seluruh OPD. “Kita ingin
semua OPD benar-benar aktif dan serius dalam mengelola lahan hortikultura ini,
karena ini merupakan bagian dari janji pemerintah daerah dalam mewujudkan
pembangunan berbasis potensi lokal,” kata Rusdiamin.

Rapat menghasilkan beberapa kesepakatan penting sebagai dasar pelaksanaan
program. Setiap OPD akan mengelola lahan hortikultura seluas satu hektare yang
terletak dalam satu kawasan atau hamparan. Lahan tersebut tidak boleh ditanami
tanaman  lain,  khususnya  tanaman  produktif  jangka  panjang,  dan  harus
merupakan  bukaan  baru  atau  lahan  tidur  yang  sudah  tidak  dimanfaatkan.
Sebelum pengelolaan dimulai, setiap OPD diwajibkan mendokumentasikan kondisi
awal  lahan  melalui  foto  nol.  Seluruh  lahan  akan  difokuskan  hanya  untuk
penanaman tanaman hortikultura.

Kesepakatan ini menjadi pedoman bersama yang akan digunakan oleh seluruh
OPD  dalam  mengelola  kebun  hortikultura.  Dengan  sinergi  yang  kuat
antarinstansi, program ini diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan
sektor pertanian di Kabupaten Bombana.

Pemkab  Bombana  Didemo  Soal
Jalan  Mataoleo-Bambaea  dan
Kawasan Industri
BOMBANA, sultranet.com  – Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung
dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Bombana menggelar aksi
demonstrasi di depan Kantor Bupati Bombana, Kelurahan Lameroro, Kecamatan
Rumbia, Selasa, 1 Juli 2025. Massa menuntut perhatian serius pemerintah daerah
atas  kerusakan  jalan  di  Kecamatan  Mataoleo  serta  mengevaluasi  rencana
pembangunan  kawasan  industri  smelter  di  dua  kecamatan.

Aksi  yang diikuti  sekitar  60 orang ini  membawa lima poin tuntutan.  Mereka
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mendesak  pemerintah  segera  memperbaiki  ruas  jalan  rusak  di  wilayah
Kasipute–Lora–Bambaea,  menyelesaikan  seluruh  kerusakan  jalan  di  wilayah
kabupaten,  mencabut  penetapan  Mataoleo  sebagai  kawasan  industri,
mengevaluasi  semua  kawasan  industri  di  Bombana,  serta  mengkaji  kembali
rencana penetapan Rarowatu Utara sebagai wilayah industri.

Koordinator  lapangan  aksi,  Jumardin,  menyatakan  bahwa  masyarakat  tidak
menolak  pembangunan,  namun  harus  dilakukan  dengan  mempertimbangkan
dampaknya  terhadap  masyarakat  sekitar.

“Kami  tidak  anti  pembangunan,  tapi  kami  menolak  jika  pembangunan  itu
mengorbankan rakyat kecil.  Jangan jadikan kami sebagai  korban kepentingan
investasi,” tegas Jumardin dalam orasinya.

Menurutnya, persoalan jalan rusak di Poros Mataoleo – Bambaea adalah potret
nyata kelalaian pemerintah dalam menjamin akses transportasi yang layak bagi
masyarakat. Padahal, jalan tersebut kini telah berstatus sebagai jalan provinsi,
namun belum menunjukkan tanda-tanda akan diperbaiki.

“Sudah bertahun-tahun jalan ini rusak, kami capek dijanjikan. Harus menunggu
berapa korban lagi? Kasihan, sudah banyak yang jatuh. Bapak saya baru saja
jatuh saat pulang membeli beras, karena jalan berlubang. Kami harus kembali
urus dia di rumah sakit,” kata salah seorang warga Mataoleo yang ikut dalam
aksi.

Menanggapi  tuntutan  tersebut,  massa  aksi  diterima  langsung  oleh  Penjabat
Sekretaris  Daerah  (Pj  Sekda)  Kabupaten  Bombana,  Ir.  Syahrun,  M.P.W.  Ia
didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),
Sofian Baco, ST., M.P.W., serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda), Husrifnah Rahim, ST., M.Si.

Dalam pertemuan itu, Ir. Syahrun menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak
akan tinggal diam atas persoalan yang disampaikan masyarakat.

“Kami  pastikan  pemerintah  akan  secepatnya  melakukan  yang  terbaik  untuk
kepentingan masyarakat. Ini bukan hal yang bisa diabaikan,” ujarnya.

Ia  juga menambahkan bahwa pemerintah akan terlebih  dahulu  berkoordinasi
dengan Bupati Bombana sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.



“Kami tidak bisa gegabah, harus bicara dulu dengan Bupati sebagai pengambil
kebijakan utama,” kata Syahrun.

Massa Aksi saat diterima di Depan Kantor Bupati Bombana

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, menegaskan bahwa
pihaknya akan segera melakukan langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi
Sulawesi  Tenggara agar pelaksanaan operasi  dan pemeliharaan (OP) jalan di
Mataoleo bisa segera dilakukan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan OP di
sana. Tetapi jika tidak dilakukan, maka saya sebagai Kadis PUPR yang akan turun
langsung memeriksa kondisi jalan tersebut. Mataoleo itu kampung nenek moyang
saya, jadi saya juga bertanggung jawab atas jalan yang ada di sana,” tegasnya.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, turut menjelaskan bahwa rencana
kawasan industri di Kecamatan Mataoleo dan Rarowatu Utara akan dikaji ulang
oleh pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah parameter.

“Terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara, kami akan menilai apakah



memungkinkan untuk dialihkan menjadi kawasan industri. Jika memenuhi syarat
hilirisasi  sumber  daya  alam  dan  bisa  memberikan  nilai  tambah  kepada
masyarakat sekitar, tentu itu bisa dipertimbangkan. Kawasan industri itu dimulai
dari  permohonan  perusahaan,  dan  pemerintah  akan  mengkaji  berdasarkan
parameter  teknis,  sosial,  dan  lingkungan,”  jelas  Husrifnah.

Menanggapi penjelasan dari pemerintah, Pospera menyayangkan ketidakhadiran
Bupati  Bombana  untuk  menemui  massa  aksi.  Mereka  menyampaikan  bahwa
ketidakhadiran itu disebabkan karena Bupati sedang dalam perjalanan dinas ke
Jakarta.

Atas dasar itu, massa aksi meminta agar dapat berbicara langsung dengan Bupati
Bombana. Permintaan tersebut disepakati dan akan dijadwalkan pertemuan pada
8 Juli 2025 mendatang, sebagaimana tertuang dalam berita acara kesepakatan.

Pewarta: Azuli

Air  Terjun  Sangkona  Disiapkan
Jadi  Destinasi  Andalan  Porprov
2026
Bombana,  sultranet.com  –  Dinas  Pariwisata,  Kepemudaan,  dan  Olahraga
(Disparpora)  Kabupaten  Bombana  terus  mematangkan  persiapan  menyambut
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara 2026 dengan melakukan
survei lokasi destinasi wisata di kawasan Air Terjun Sangkona, Kelurahan Doule,
Kecamatan Rumbia.

Kegiatan  survei  tersebut  dilaksanakan  oleh  tim  gabungan  dari  Bidang
Pengembangan  Destinasi  dan  Bidang  Pemasaran  Pariwisata,  bersama  Lurah
Doule dan tokoh masyarakat setempat. Selain meninjau kondisi medan, tim juga
menggali informasi lokal dari masyarakat mengenai potensi wisata dan harapan
warga terhadap pengembangan kawasan itu.
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“Air Terjun Sangkona memiliki daya tarik alami yang luar biasa. Dengan penataan
yang tepat,  lokasi  ini  bisa  menjadi  ikon wisata  baru,  khususnya di  Ibu Kota
Kabupaten  Bombana,”  ujar  Kepala  Disparpora  Bombana,  Anisa  Sri  Prihatin,
S.Sos., M.Si saat mendampingi kegiatan, Rabu, 3 Juli 2025.

Tim  survei  melakukan  pemetaan  terhadap  aksesibilitas  jalan,  titik  strategis
pembangunan  fasilitas  pendukung,  serta  menilai  kelayakan  lokasi  dalam
mendukung sektor pariwisata saat pelaksanaan Porprov mendatang. Peninjauan
juga mencakup potensi pemandangan, lokasi foto ikonik, dan area strategis untuk
aktivitas wisata berbasis alam.

Anisa  menyebutkan,  pengembangan  destinasi  ini  bukan  hanya  bertujuan
mempercantik  wajah  pariwisata  Bombana,  tetapi  juga  untuk  mendukung
peningkatan ekonomi masyarakat lokal.  “Kami berharap masyarakat bisa ikut
ambil  bagian  dalam  pengelolaan  wisata  ini,  agar  manfaatnya  benar-benar
dirasakan  langsung,”  katanya.

Disparpora Bombana menargetkan, Air Terjun Sangkona akan menjadi magnet
baru kunjungan wisatawan pada momen Porprov, yang akan mempertemukan
ribuan  atlet,  ofisial,  dan  tamu  dari  berbagai  daerah.  Momentum  ini  dinilai
strategis untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya Bombana ke publik
yang lebih luas.

Dalam waktu  dekat,  hasil  survei  akan  dirumuskan  ke  dalam rencana  teknis
pengembangan destinasi.  Beberapa aspek yang menjadi  perhatian antara lain
pembangunan  akses  jalan,  area  parkir,  titik  pandang  (view  point),  fasilitas
kebersihan,  serta  strategi  pelibatan  masyarakat  dalam  tata  kelola  berbasis
kearifan lokal.

Pengembangan  wisata  ini  juga  diharapkan  membuka  peluang  baru  sektor
ekonomi kreatif, seperti kuliner, cendera mata, dan jasa pemandu wisata yang
memberdayakan potensi lokal.



Istri Bupati Ditunjuk Jadi Penjabat
Ketua PMI Bombana
BOMBANA,  sultranet.com  –  Hj  Fatmawati  Kasim  Marewa,  S.Sos  resmi
menjabat  sebagai  penjabat  Ketua  Palang  Merah  Indonesia  (PMI)  Kabupaten
Bombana.  Penunjukan  ini  ditetapkan  melalui  Surat  Keputusan  PMI  Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor: 54/KEP/PMI SULTRA/VII/2025 tertanggal 3 Juli 2025.

SK tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua PMI Sultra, Dr. H. Abdurahman
Saleh, SH, dan turut ditembuskan kepada Ketua Umum PMI, Gubernur Sultra,
dan Bupati Bombana.

Penunjukan Istri orang nomor satu di Wonua Bombana itu, dinilai sejalan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI, serta pertimbangan
kapasitas dan rekam jejak pengabdiannya di bidang sosial dan kemanusiaan.

“Memutuskan,  menetapkan  dan  mengesahkan  saudari  Hj.  Fatmawati  Kasim
Marewa, S.Sos sebagai penjabat Ketua PMI Kabupaten Bombana,” bunyi poin
pertama dalam surat keputusan tersebut.

Sebagai penjabat ketua, Fatmawati diberikan tugas dan wewenang penuh untuk
memimpin  PMI  Bombana  dan  mempersiapkan  pelaksanaan  Musyawarah
Kabupaten (MUSKAB) PMI Bombana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Masa  tugasnya  berlaku  sejak  SK  ditandatangani  hingga  terbentuknya
kepengurusan  baru  periode  2025–2030.

“Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat dilakukan perbaikan
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya,” demikian bunyi poin keempat
dalam SK tersebut.

Fatmawati Kasim Marewa bukan nama baru dalam aktivitas sosial di Kabupaten
Bombana. Sebagai istri Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan Ketua Tim
Penggerak PKK Kabupaten Bombana,  ia  dinilai  memiliki  pengalaman panjang
dalam urusan sosial, kesehatan, dan kemanusiaan.

Jabatan  barunya  sebagai  penjabat  Ketua  PMI  semakin  memperluas  ruang
pengabdiannya  di  tengah  masyarakat.
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Penunjukannya juga dinilai strategis karena Fatmawati telah terbukti aktif dalam
berbagai posisi penting seperti Ketua Dekranasda, Bunda PAUD, Bunda Literasi,
dan Ibu Asuh Anak Stunting Kabupaten Bombana.

“Beliau sangat memahami persoalan-persoalan sosial di daerah ini. Kapasitas dan
kepeduliannya terhadap kemanusiaan sudah teruji,” ungkap salah satu pengurus
PMI Sultra.

Penugasan ini dinilai  sebagai langkah tepat dari PMI Sultra dalam menjawab
kebutuhan kepemimpinan yang sigap,  responsif,  dan  memiliki  jaringan sosial
yang kuat di tingkat lokal.

Fatmawati diharapkan dapat mengonsolidasikan kekuatan PMI Bombana serta
menyukseskan penyelenggaraan MUSKAB sesuai agenda organisasi.

Hingga terbentuknya pengurus definitif  hasil  MUSKAB PMI Bombana periode
2025–2030, Fatmawati akan menjadi motor penggerak utama kegiatan PMI di
daerah tersebut.  Dalam waktu dekat,  ia dijadwalkan menyusun rencana kerja
awal dan membentuk struktur kepanitiaan MUSKAB.

Ditemui  terpisah,  Fatmawati  mengaku  siap  mengemban  amanah  ini  dengan
semangat pengabdian. “Saya siap bekerja dan mengabdi melalui PMI. Insya Allah,
ini  adalah  ladang  kemanusiaan  yang  akan  saya  jaga  dengan  sepenuh  hati,”
ujarnya singkat. Kamis (3/7)

Dengan  pengalaman  yang  luas  serta  dukungan  dari  berbagai  elemen  di
Kabupaten Bombana, Fatmawati diharapkan mampu membawa PMI lebih dekat
kepada  masyarakat,  khususnya  dalam penanganan  situasi  darurat,  pelayanan
donor darah, dan misi kemanusiaan lainnya.

Sekretaris Golkar Mubar Terjaring
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di Hotel Bersama ABG
MUNA, Sultranet.com  –  Seorang pejabat  partai  di  Kabupaten Muna Barat,
Sulawesi Tenggara, berinisial LA, diamankan aparat Polsek Kontunaga setelah
ditemukan bersama seorang gadis remaja di sebuah hotel di Kota Raha, Selasa
malam, 1 Juli 2025.

Penangkapan ini bermula dari laporan keluarga korban yang kehilangan anaknya
sejak pagi  hari.  Setelah melakukan pencarian,  pihak keluarga bersama polisi
berhasil menemukan sang gadis sedang bersama LA di sebuah kamar hotel.

“Kami menerima laporan dari keluarga bahwa anak mereka tidak pulang-pulang
sejak pagi. Setelah dilakukan penyisiran, keduanya ditemukan di sebuah hotel
dan langsung kami amankan,” ujar salah satu petugas di Polsek Kontunaga.

LA dan gadis tersebut kemudian dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan.
Setelah menjalani pemeriksaan intensif  selama semalam, keduanya dilepaskan
karena belum ada laporan resmi yang masuk dari pihak keluarga.

Kasus  ini  memunculkan  sorotan  dari  berbagai  kalangan  masyarakat  yang
menuntut  agar  penegak  hukum  bertindak  tegas  dan  transparan,  apalagi
mengingat  status  LA  sebagai  pejabat  partai  di  daerah.

“Kami berharap pihak kepolisian serius menangani ini. Jangan sampai ada kesan
pembiaran terhadap perilaku yang mencederai kepercayaan publik,” ujar salah
satu tokoh pemuda di Muna Barat yang enggan disebutkan namanya.

Saat ditemui awak media pada Kamis (3/7/2025), LA membenarkan bahwa dirinya
sempat diamankan di Polsek Kontunaga namun enggan memberikan keterangan
lebih lanjut.

Kasus ini terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, dan publik
berharap ada kejelasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak di
bawah umur serta menjaga integritas pejabat publik.

Pewarta : Borju
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Pelayanan  Puskesmas  Rumbia
Dinilai Buruk
BOMBANA, sultranet.com  –  Keluhan terhadap layanan Puskesmas  Rumbia,
Kabupaten  Bombana,  kembali  mencuat.  Seorang  warga,  Soeherman,
menyampaikan pengalamannya yang dinilai mencerminkan buruknya manajemen
waktu  dan  rendahnya  empati  dalam  pelayanan  kesehatan  dasar  di  wilayah
tersebut.

Pada Rabu pagi, 2 Juli 2025, Soeherman mendatangi Puskesmas Rumbia dalam
kondisi mengalami sakit gigi parah. Ia berharap mendapat pemeriksaan dan surat
rujukan ke RSUD Tanduale.

Namun,  setibanya  di  puskesmas  sekitar  pukul  12.30  Wita,  petugas  piket
menyatakan bahwa pelayanan sudah ditutup, meski informasi resmi menyebut
pelayanan berlangsung hingga pukul 13.00 Wita.

“Saya tidak bisa  berkata-kata.  Padahal  menurut  Dinas  Kesehatan,  puskesmas
tutupnya  pukul  13.00.  Tapi  saya  malah  disuruh  datang  lagi  besok,”  ujar
Soeherman,  Kamis  (3/7)

Tak menyerah, keesokan harinya Soeherman kembali datang ke puskesmas tepat
pukul 11.00 Wita, masih dalam rentang waktu pelayanan.

Namun ia kembali ditolak. Kali ini alasannya, jumlah pasien sudah penuh dan
salah satu alat pemeriksaan gigi mengalami “kepanasan”.

“Katanya alatnya panas dan pasien sudah terlalu banyak. Saya pulang lagi, tanpa
pemeriksaan, tanpa rujukan. Sakitnya bukan cuma di gigi,  tapi  juga di  hati,”
ucapnya kecewa.

Pengalaman  ini  membuat  Soeherman  mempertanyakan  kualitas  layanan
kesehatan di Bombana, terutama bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki akses
informasi atau sarana transportasi memadai.
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“Kalau saya yang cukup tahu saja bisa ditolak dua kali, bagaimana dengan warga
lansia atau yang tinggal jauh dari puskesmas?” tanyanya.

Keluhan ini muncul di tengah gencarnya upaya Pemerintah Kabupaten Bombana
dalam meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor kesehatan.

Bupati  Bombana  yang  baru  empat  bulan  menjabat  definitif,  sebelumnya
menyampaikan komitmennya untuk mereformasi layanan dasar demi kenyamanan
dan keselamatan warga.

Namun, pengalaman ini menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam
pelayanan  kesehatan,  seperti  ketidaksesuaian  jam  pelayanan,  kurangnya
transparansi  sistem  antrian,  serta  lemahnya  penanganan  teknis  dan  etika
pelayanan  di  lapangan.

Soeherman  berharap  pengalamannya  menjadi  evaluasi  serius  bagi  Dinas
Kesehatan  Bombana.

“Ada lima hal yang menurut saya perlu segera diperbaiki,” ujarnya.

Ia merinci lima poin penting sebagai berikut:

Kepastian  Jam  Layanan:  Puskesmas  harus  konsisten  terhadap  jadwal
pelayanan. Bila tertulis tutup pukul 13.00, maka pelayanan seharusnya tersedia
hingga waktu tersebut.

Sistem  Antrian  Transparan:  Diperlukan  sistem  antrian  yang  tertib,  serta
informasi jumlah kuota pasien harian agar warga tidak datang sia-sia.

Perawatan dan Cadangan Alat: Jika alat rusak atau panas, harus ada solusi
alternatif, seperti alat cadangan atau merujuk pasien ke fasilitas lain.

Etika dan Komunikasi Publik:  Petugas harus dibekali pelatihan komunikasi
agar lebih empatik dan solutif dalam melayani pasien.

Saluran  Pengaduan  Aktif:  Dinas  Kesehatan  harus  menyediakan  kanal
pengaduan  yang  responsif  dan  bisa  ditindaklanjuti  secara  cepat.

Menurutnya, kesehatan adalah hak dasar warga negara. Ia pun berharap ada
pembenahan serius agar pelayanan kesehatan di Bombana tidak hanya menjadi
slogan, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.



“Saya bicara bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua warga Bombana. Kalau
pelayanan seperti ini terus dibiarkan, siapa yang peduli pada orang sakit yang
tidak bersuara?” tutupnya.

Kepala Puskesmas Rumbia, Rahmat yang dikonfirmasi media ini via WhatsApp
belum memberikan jawaban. (IS)

 

FORKI Kendari Gelar Seleksi Atlet
untuk  Kejurda  Piala  Gubernur
Sultra
Kendari,  sultranet.com   —  Ketua  Umum  Federasi  Olahraga  Karate-Do
Indonesia (FORKI) Kota Kendari, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., secara
resmi  membuka  seleksi  atlet  karate  dalam  rangka  persiapan  menghadapi
Kejuaraan Daerah (Kejurda) Piala Gubernur Sulawesi Tenggara, yang dijadwalkan
berlangsung pada 18–20 Juli 2025. Kegiatan ini digelar di Aula Mepokoaso Dinas
Komunikasi dan Informatika Sultra dan diikuti oleh atlet dari 11 perguruan karate
se-Kota Kendari.

Dalam  sambutannya,  Ridwan  yang  juga  menjabat  sebagai  Kepala  Dinas
Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi  Sultra,  menekankan  pentingnya  seleksi
sebagai bentuk keseriusan FORKI Kota Kendari dalam menjaring atlet terbaik
untuk mewakili daerah pada Kejurda mendatang.

“Pertandingan itu hal yang biasa, tapi yang luar biasa adalah kebersamaan kita
dalam  membangun  organisasi.  Saat  seleksi  nanti,  yang  lolos  beri  semangat
kepada yang belum. Yang belum, tetap beri dukungan kepada yang terpilih. Inilah
nilai kebersamaan yang ingin kita tumbuhkan di FORKI Kota Kendari,” ujarnya.

Ridwan menyampaikan bahwa pembinaan karate tidak boleh berhenti pada satu
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ajang semata. FORKI Kota Kendari, lanjutnya, akan terus mendorong pembinaan
jangka panjang dan keberlanjutan program, termasuk mendorong setiap sekolah
untuk memiliki ekstrakurikuler karate.

“Semua cabang olahraga kini menuntut pembinaan serius. Kami akan mengawal
atlet-atlet berprestasi,  bahkan berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah
agar mereka bisa masuk melalui jalur prestasi,” kata Ridwan.

Seleksi ini menjadi bagian dari upaya FORKI Kota Kendari membentuk tim yang
solid dan kompetitif. Atlet yang terpilih akan mewakili kota ini dalam Kejurda
FORKI Piala Gubernur yang akan mempertandingkan 64 kelas. Dari jumlah itu,
FORKI Kota Kendari menargetkan untuk ikut dalam 30 kelas pertandingan.

Indra  Jaya  Tahrir,  selaku  Pembina  Prestasi  (Binpres)  FORKI  Kota  Kendari,
mengungkapkan bahwa seleksi ini bukan hanya ajang mencari atlet terbaik, tetapi
juga langkah awal  untuk membawa Kota Kendari  ke posisi  dua besar  dalam
Kejurda mendatang.

“Niatan kami, insya Allah FORKI Kota Kendari bisa minimal masuk di dua besar.
Itu adalah target utama kami,” ujar Indra.

Ia menjelaskan bahwa target tersebut realistis mengingat komposisi dan kesiapan
atlet yang akan diterjunkan. Fokus latihan akan ditingkatkan dalam waktu tersisa
menjelang Kejurda agar hasilnya optimal.

Senada,  Kepala  Bidang SDM FORKI  Kota  Kendari,  Agus  Salam,  menegaskan
bahwa seleksi ini adalah bukti konkret dari keseriusan organisasi dalam membina
atlet sejak usia dini.

“Ini momentum awal bagi FORKI Kota Kendari. Kami ingin menjaring atlet-atlet
hebat dari kota ini untuk kita siapkan bersaing di tingkat provinsi. Ini bagian dari
program  kerja  kami  untuk  memastikan  proses  pembinaan  berjalan  secara
profesional  dan  berkelanjutan,”  katanya.

Selain pengurus dan pelatih, orang tua atlet juga hadir memberikan dukungan
penuh.  Atmosfer kebersamaan sangat terasa dalam kegiatan seleksi  tersebut,
yang ditutup dengan yel-yel semangat dari para atlet dan pengurus: “Jaya, Hebat,
dan Berprestasi — Bersama!”

Ridwan berharap sinergi yang terbangun antara pengurus, pelatih, sekolah, dan



orang tua dapat memperkuat pembinaan karate di Kendari.  Ia menyampaikan
bahwa di bawah kepemimpinannya, FORKI akan terus bergerak dan tidak hanya
aktif saat menjelang kejuaraan.

“Pembinaan  adalah  kerja  panjang,  dan  FORKI  Kendari  akan  hadir  secara
konsisten  untuk  memastikan  atlet  terus  berkembang,”  ujarnya.

Kegiatan seleksi ini sekaligus menjadi pijakan awal untuk membangun prestasi
karate Kota Kendari di tingkat regional dan nasional, serta mencetak generasi
muda yang tangguh dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.


